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BUPATI KLATEN

PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR {8 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

bahwa untuk menindaklanjuti Surat dari Menteri Keuangan Nomor S-273/
PMK.07 / 2011 tanggal 3 Maret 2011 tentang Penyampaian Alokasi Dana
Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun Anggaran 2011, agar Dana
Penyesuaian Infrastruktur Daerah yang telah dialokasikan untuk Kabupaten
Klaten dapat dilaksanakan, perlu melakukan mekanisme mendahului
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huiuf a dan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12
Tahun 2011 tentang Persetujuan Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2011, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Klaten tentang Perubahan Peraturan Bupati '
Klaten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 4755);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik ITndonesia Nomor 4287); :
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pempangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Momor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undanc-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Ui dang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010
tentang Perubahan Keduabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negar-a Republik Indonesia Nomor
5073);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4502);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Stancar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan LembUaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);'

.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Standar Pelayanar Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585) ;



Menetapkan

23_Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593); _

24_Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

45614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahur 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

26.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Noemor 5161);

27.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum
dan Aiokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 ;
29.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Perusahaan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan
Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten;

31.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

32.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

33. Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

: PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGAPRAN 2011

Pasal 1

Perubahan Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dengan rincian
sebagai berikut :

1. Pendapatan

Semula Rp.1.218.357.656.000,00
Bertambah Rp. 18.315.000.000,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.1.236.672.656.000,00

Perubahan pendapatan tersebut dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku

PPKD.

2. Belanja
Semula Rp. 1.299.874.211.000,00
Bertambah Rp. 18.315.000.000,00
Jumiah Belanja setelah Perubahan Rp.1.318.189.211.000,00

Perubahan belanja tersebut dialokasikan di Satuan Kerja Perangkat Daerah
Dinas Pekerjaan Umum sebagai Belanja Langsung untuk Program
Pembangunan Jlalan dan Jembatan pada Rekening Belanja Modal.
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3. Defisit
Semulza (Rp. 81.515.555.000,00)
Bertambah Rp. -
Jumlah Defisit setelah Perubahan (Rp._ 81.516,555,000,00)

®:. Pembiayaan :
a. Penerimaan

Semula Rp. 97.711.555.000,00
Bertambah Rp. =
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 97.711.555.000,00
b. PFengeluaran
Semula Rp. 16.195.000.000 00
Bertambah Rp. =
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 16.195.000.000,00

Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan Rp. 81.516.555.000,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. -

Pasal 2

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Kegiatan yang bersumber dari Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun Anggaran
2011 dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tantang Perubahan Anggaran
-Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, selanjutnya akan ditampung pada
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten
Tahun Anggaran 2011.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam
Berita Daerah Kabupaten Klaten.

S A — Ditetapkan di Klaten
pada tanggal e TJuni 2011

BUPATI KLATEN,
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Diundangkan di Klaten
pada tanggal & auni 2011

SEKRETARISP{AERAH KABUPATEN KLATEN, A
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